
BI'PATI PT'RWOR&IO
PROVINSI JAUI'A TTNGAH

PERATURAN BTIPATI PURWORE.'O
NOMOR ?, TAHUN .r-i

TE]{TANG

KEDUDUKAN, SUSUNAII ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA XER.IA DINAS KOMUNIKASI,

INFORMATIKA, STATTSTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATE]{ PURWORAIO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI PURWORE.JO,

bahwa untuk m':laksa-nakan ketentuan Pasal 10
Peraturan Daerah liabupaten Pur:worejo Nomor 4 Tahun
2O2L tentang Pentbentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Purworrjo.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indon<:sia Tahun 1945;

2. Undang-Undan5; Nomor 13 Tahun 195O tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Pr,rpinsi Jawa Tengah @erita Negara
Republik Indont:sia Tahun 195O Nomor 42);

3.Undang-Undan6g Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan l)aerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tah:rn 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
l,embaran Re rublik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana dhh diubah beberapa kali terakhii
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O
tentang Cipta Kerja (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahrrn 2O2O Nomor 245, Tambahan
l,embaran Nega:a Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang
Perangkat Dar:rah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahr:n 2016 Nomor LL4, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Ni)mor 72 Tahun 2Ol9 tentang
Perubahan Atarr Peraturan Pemerintah Nomor L8
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran
Negara Repubtk Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan l=nrbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 64O2);
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5. Peraturan Me:rteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 14 Tahun 2OL6 tentang Pedoman
Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi
dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1308);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun
2O19 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pr:mbangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9
Nomor 1447);

7. Peraturan Dae rah Kabupaten Purvorejo Nomor 4
Tahun 2O2l tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Dael'ah Kabupaten Purworejo (Lembaran
Daerah Kabupa.ten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4,
Tambahan lrrrLbaran Daerah Kabupaten hrrworejo
Nomor 4);

MEMLITUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BTIPATI TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGAN]SASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DII{AS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAI{ PERSANDI,AN KABUPATEN
PURWORE.'O.

BAB I

KE;TENTJAN UMUM

Pe.sal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah a<lalah penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Ralcyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasal Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pela-ksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati hrrwore-io.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Punrorejo.
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6. Dinas Komunikasi dan Info rmatika, Statistik, dan Persandian,
yang selanjutnya disingkat DINKOMINFOSTASANDI adalah Dinas
Komunikasi, Informatika, Siatistik dan Persandian Kabupaten
Purworejo.

7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian,
yang selanjutnya disebut Kepala DINKOMINFOSTASANDI, adalah
Kepala Dinas Komunikasi, IrLformatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Purworejo.

8. Sekretariat adalah Sekretariat pada DINKOMINFOSTASANDI.
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada DINKOMINFOSTASANDI.
1O. Kepala Bidang adaleLh Kepala Bidang pada

DINKOMINFOSTASANDI.
11. Kepala Subbe$an adalah Kepala Subbagian pada

DTNKOMINFOSTAS+NDr.
12. Subkoordinator adalah Pejabat Fungsional ahli muda yang

diberikan tugas dan fungsi k:ordinasi serta pengelolaan kegiatan
sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang organisasi
dan tata kerja instansi.

13. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT, adalah
unit kerja pada DINKOMII\TFOSTASANDI yang melaksanakan
kegiatan teknis operasional clan/ atau kegiatan teknis penunjang
tertentu pada Dinas.

14. Kepala Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disebut Kepala
UPT, adalah kepala unit kerjzL pada DINKOMINFOSTASANDI yang
melaksanakan kegiatan teloris operasional dan/ atau kegiatan
teknis penunjang tertentu pada Dinas.

15. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

16. Jabatan Fungsional adalah se kelompok jabatan yang berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

17. Pejabat F ungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
menduduki Jabatan Fungsion aI pada Instansi Pemerintah.

Br\El II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

(l) DINKOMINFOSTASANDI herkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
Kabupaten Purworejo.

DINKOMINFOSTASANDI
DINKOMINFOSTASANDI.

dipimpin oleh Kepala
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Bag.an Kedua
'ftrgas

Pasa1 3

DINKOMINFOSTASANDI mempunyai tugas membantu Bupati dalam
melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan
informatika, bidang statistik, dan bidang persandian sesuai dengan
kewenangan Daerah, yang melip:ti informasi dan komunikasi publik,
dal teknologi informasi, s;tatistik dan persandian, serta
pengembangarr dan pengelolaan ..gouernment.

Bag.an Ketiga
Ifungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, DINKOMINFOSTASANDI menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan tekr.is bidang informasi dan komunikasi
publik, teknologi informatika, statistik dan persandian, serta
pengembangan smart citg;

b. pelaksanaan kebijakan tekeis bidang informasi dan komunikasi
publik, teknologi informatika, statistik dan persandian, serta
pengembangan smart citg;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang informasi dan
komunikasi publik, tekeologi informatika, statistik dan
persandian, serta pengembrrngan smart cifu;

d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan
kepada seluruh unit organisasi di linglnrngan
DINKOMINFOSTASANDI; dan

e. pelaksanaan tugas lain l,anB diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

P:rsal 5

(I) Susunan Organisasi DINKOM INFOSTASANDI, terdiri atas:
a. Kepala DINKOMINFOSTASANDI;
b. Sekretariat;
c. Bidang Informasi dan Kom unikasi Publik;
d. Bidang Teknologi Informatika, Statistik, dan Persandian;
e. Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Layalan Kota Cerdas;
f. UPT;dan
g. Jabatan Fungsional.
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(2) Bagan Organisasi DINKOMIN.SOSTASANDI 5slagaiman4 dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagran
tidak terpisahkan dari Peratu ran Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala DINK,f, MINFOSTASANDI

F asal 6

Bagian Ketiga
Selrretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala DINKOMINFC,STASANDI.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sel<retaris.

P:rsal 8

Sekretariat sebagaimana dimakstrd pada Pasal 7 ayat (ll, mempunyai
tugas melaksanakan koordinasi dalam menyiapkan perumusan
kebijakan teknis dan menye lenggarakan tugas bidang, serta
memberikan dukungan administrasi pada seluruh unit organisasi di
lingkungan DINKOMINFOSTASAN DI.

Petsal 9

Dalam melaksanakan tugas po.rok sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian penyiapan penrmusan kebijakan teknis;
b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian

administrasi perencanaErn dan keuangan;
d. pengoordinasial penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian

administrasi umum dan kepeg,awaian;dan
e. pelaksanaal tugas kedinasa:r lain yang diberikan oleh Kepala

DINKOMINFOSTASANDI sesuud dengan tugas dan fungsi.
Parsal 1O

(1) Sekretariat, membawahkan:
a. Subb"gran Perencanaan dzm Keuangan;dan
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
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Kepala DINKOMINFOSTASANDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
Ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan
fungsi DINKOMINFOSTASANDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
dan Pasal 4.
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(2) Subbagian sebagaimana dim,rksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepad.a Sekretaris.

Pasal 11

Subbagian Perencanaan dan KetLangan mempunyai tugas menyiapkan
bahan perumusan dan pelaksalaan kebilakan teknis, melayani dan
mengendalikan administrasi di bidang perlencanaan dan Keua:rgal
yang meliputi:
a. merencanakan, menganggarlcrn, dan mengevaluasi kinerja;
b. menyusun perjanjian kinefa;
c. menyelen8garakan pengadmirListrasian keuangan;
d. melaksanakan pengadministrrrsian pendapatan daerah kewenangan

DINKOMINFOSTASANDI ;dan
e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Selcetaris

sesuai tugas jabatannya.

Pasal 12

Subbagian Umum dan Kepegav'aian mempunyai tugas menyiapkan
bahan perumusan dan melaksar.akan kebijakan teknis, melayani dan
mengendalikan administrasi di t,idang umum dan kepegawaian, yang
meliputi:
a. menyelenggarakan pengadmir:.istrasian barang milik daerah;
b. menyelenggarakan pengadmi.r.istrasian umum;
c. menyelenggarakan pengadaan barang milik daerah;
d. menyediakan jasa penunjang;
e. menyelenggarakan pemelihare.an barang milik daerah;
f. menyelenggarakan pengadmir.istrasian kepegawaian;dan
g. melaksanakan tugas kedinaszur lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai tugas j abatannya.

Bagiat Keempat
Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik

Pasal 13

(l) Bidang Informasi dan Komun:.kasi Publik berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala DINKOMINFOSTASANDI.

(2) Bidang Informasi dan Komu:rikasi Publik dipimpin oleh Kepala
Bidang.

Pasal 14

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (1), merrpunyai tugas menyiapkan bahan
perumusan kebijakan teknis, mel;tksanakan koordinasi, membina dan
mengendalikan pelaksanaan tu53as bidang Pengelolaan Opini dan
Aspirasi Publik , Hubungan Masy:rrakat dan Media Komunikasi Publik
yang meliputi pengelolaan opini dan aspirasi publik, serta Pengelolaan
dan Pelayanan Informasi Publik.
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Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14, Bidang Inlbrmasi dan Komunikasi Publik
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan

dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang pengelolaan opini dan
aspirasi publik;

b. penyiapan perumusan ke bijakan teknis, koordinasi, pembinaan
dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang hubungan
masyarakat dan media konrunikasi publik;

c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan
dan pengendalian pelaksrmaan tugas bidang pengelolaan dan
pelayanan informasi publik ldan

d. pelalsanaan tugas kedina.san lain yang diberikan oleh Kepala
DINKOMINFOSTASANDI sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 16

(1) Susunan Organisasi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik,
sebagaimana dimaksud dal am Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas
Jabatan Fungsional.

(2) Jabatan Fungsional sebageimana dimaksud pada ayat (1), dalam
melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan
kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, melalui
penetapan sebagai Sub Korlrdinator sesuai dengan ruang lingkup
tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informasi
dan Komunikasi Publik.

(3) Subkoordinator pada ayat (21 terdiri dari:
a. Subkoordinator Pengelol,aan Opini dan Aspirasi Publik;
b. Subkoordinator Hubungrrn Masyarakat dan Media Komunikasi

Publik;dan
c. Subkoordinator Pengelolaan dan Pelayanan Informasi publik.

(4) Subkoordinator sebagaiman,e dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh
Pejabat Fuagsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda
atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas
tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengetolian
kegiatan sesuai dengan tugas masing masing.

Pasal 17

Subkoordinator Pengelolaan Opini dan Aspirasi publik mempunyaitugts pokolt . melakukan penyiapan 6ahan perumusan- d:an
pelaksanaan kebijakan teknis, se rta pembinaan di bilang pengelolaan
opini dan aspirasi publik yang meliputi:
a. men1rusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di
- bi.ligg pengelolaan opini dan aspirasi publik;
b. melaksanakan monitoring opi:ri dan aspirasi publik;c. melaksanalan monitoring. _.nformasi dan- penerapan Agenda

Prioritas Komunikasi Pemerin.-ah Daerah;
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d. melaksanakan koordinar;i dan kemitraan dengan pemangku
kepentingan;

e. melaksanakan layanan rnonitoring isu publik di media (media
massa dan sosial);

f. mengumpulkan pendapat umurn (suwei, jajak pendapat);
g. mengolah aduan masyara-l<at di Daerah;
h. melaksanakan layanan pemantauan tema komunikasi publik

lintas sektoral lingkup nas ional dan pemerintah daerah;
i. mengolah dan menganalisis data informasi untuk mendukung

komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah;
j. melaksanakan kemitraan <lengan pemangku kepentingan;
k. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang

pengelolaan opini dan aspirasi publik;
l. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala

Bidang Informasi dan Kornunikasi Publik di bidang pengelolaan
opini dan aspirasi publik;

m. melaksanakan evaluasi clan pelaporan pelaksanaan tugas di
bidang pengelolaan opini drrn aspirasi publik;dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Informasi darr Kornunikasi Publik sesuai dengan tugas
jabatannya.

Pasal 18

Subkoordinator Hubungan Masyaralat dan Media Komunikasi Publik
mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang
hubungan masyarakat dan me,1ia komunikasi publik yang meliputi:
a menJrusun dan melaksanakan rencana dan program keda di

bidang pengelolaan dan leLyanan hubungan media komunikasi
publik;
mengelola Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik;
melaksanakan layanan hubungan media;
menyelenggarakan hubungan masyarakat, media, dan kemitraan
komunitas;
menyediakan bahan komunikasi publik melalui media di Daerah;
melaksanakan pengemasan rrlang konten nasional menjadi konten
lokal;
melaksanakan pembuatan krnten lokal;
menyediakan konten lintas sektorat dan pengelolaan media
komunikasi publik di Daerah;
menyelenggarakan layanan l)erencan€ran komunikasi publik dan
citra positif pemerintah daerah;
melaksanaan pembinaan dan pengembangan kemitraan
komunitas;
menyiapkan bahan dan trrelaksanaan koordinasi di bidang
pengelolaan, dan layanan hubr:ngan media komunikasi publik;
menyampaikan saran dan tahan pertimbangan kepida Kepala
Bidang Informasi dan Komurrikasi publik di bidang- pengeloiaan
dan layanan hubungan media komunikasi publik;
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m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di
bidang pengelolaan dan lay,rnan hubungan media komunikasi
publik;dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan tugas
jabatannya.

Pasal 19

Subkoordinator Pengelolaan clan Pelayanan Informasi Publik
mempunyai tugas pokok melakukan penylapan bahan perumusan
dan ^pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang
pengeiolaan dan pelayanan infornrasi publik yang meliputi:
l. ii"t yr""t dan melaksanaktrn rencana dan program kerja di

bidang pengelolaan dan pelayman informasi publik;
b. mengelola media komunikasi 'rublik;
c. melaksanakan layanan inforrr.asi publik;
d. melaksanakan manajemen ko munikasi krisis;
e. melaksanakan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi

publik di Daerah;
f. melaksanakan penguatan Tatir Kelola Komisi Infonnasi di Daerah;
g. menyediakan "a.rrra 

dan ptasarana. pendukung informasi dan
komunikkasi publik pemerint*r daerah;

h. mengelola saluran komunikasi mitk Pemda/ media internal;
i. meliksanakan layanan perrLberdayaan dan penyediaan akses

informasi bagi masyarakat, media dan lembaga komunikasi
publik;

j. melaksanakan pembinaan dan pengembangan lembaga
komunikasi masyarakat, media tradisional, dan masyarakat;

k. melaksanakan diseminasi itrformasi kebijakan melalui media
pemerintah daerah dan non P':merintah daerah;

1. menyelenggarakan Gouentmer'.t Chief Information Ofier (GClOl;-

m. menyiapkim bahan dan m':laksanakan koordinasi di bidang
pengelolaan dan layanan hubungan media komunikasi publik;

.r. *"t]*paikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala
Bidang l-nformasi dan Komunikasi Publik di bidang pengelolaan

dan pelayanan informasi Publik;
o. mel&sanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di

bidang pengelolaan dan pelaytman informasi publik;dan. . --,. mehklinaian tugas kehinisan lain yang diberikan oleh Kepala
' Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan tugas

jabatannya.

Bagian Kelima
Bidang Teknotogi Informatika, Statistik, Dan Persandian

Pasal 2O

(1) Bidang Teknologi Informatika, Statistik, dan Persandian
'-' u.iGfirra*an di-bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

DINKOMINFOSTASANDI'
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(2) Bidang Teknologi Informatika, Statistik, dan Persandian dipimpin
oleh Kepala Bidang.

Bidang Teknologi Informatika, Statistik, dan Persandian sebagaimana
dimalsud pada Pasal 20 ayat. (1), mempunyai tugas melakukan
penyiapan perumusan kebijakem teknis, pembinaan, pelaksanaan,
dan pengendalian di bidang infrcLstrukhrr teknologi informasi, statistik
dan menajemen data, serta persandian, telekomunikasi, dan
keamanan informasi.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21, Bidang Teknologi Inlbrmatika, Statistik, dan Persandian
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis, pengoordinasian,

pembinaan dan pengendali an pelaksanaan tugas di bidang
infrastruktur teknologi inform,rsi;

b. penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis, pengoordinasian,
pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang statistjk
dan man4jemen data;

c. penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis, pengoordinasian,
pembinaan dan pengendalirm pelal<sanaan tugas di bidang
persandian, telekomunikasi, d an keamanan informasi;dan

d. pelaksanaan tugas kedinasar lain yang diberikan oleh Kepala
DINKOMINFOSTASANDI sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 23

(1) Susunan Organisasi Bidang Teknologi Informatika, Statistik, dan
Persandian, sebagaimana dimrtksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c,
terdiri atas Jabatan F\rngsional

(2) Jabatan Fungsional sebagair ana dimaksud pada ayat (1), dalam
melaksanakan tugas dan firngsi koordinasi serta pengelolaan
kegiatan Bidang Teknologi In:brmatika, Statistjk, dan Persandian,
melalui penetapan sebagai Sub Koordinator sesuai dengan ruang
lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Teknologi Informatika, Statistil:, dan Persandian.

(3) Subkoordinator pada ayat (21 tr:rdiri dari:
a. Subkoordinator Infrastruktur Teknologi Informasi;
b. Subkoordinator Statistik dtn Manejamen Data;dan
c. Subkoordinator Persandiae, Telekomunikasi, dan

Informasi,
Keamanan

6
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(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh
Pejabat Fungsional dengan jenjang sekurang-kurangrya ahli muda
atau pelaksana senior ya-ng ditunjuk dengan diberikan tugas
tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan
kegiatan sesuai dengan tugas masing masing.

Pasal 24

Subkoordinator Infrastruktur Teknologi Informasi mempunyai tugas
pokok melakukan penyiaparL bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang infrastrulrtur teknologi
informasi yang meliputi:
a. men5rusun dan melaksar:.akan rencana dan program kerja di

bidang infrastruktur tekno logi informasi;
b. melaksanakan layanan perrdaftaraa nama domain dan sub domain

instansi penyelenggara n,:gara bagi kepentingan kelembagaan,
pelayanan publik dan kegiartan pemerintahan;

c. menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat;

d. melaksanakan layanal p:ngelolaan domain dan sub domain
Pemerintah Kabupaten;

e. menetapkan dan mengubah nama pejabat domain, nama domain
dan sub domain;

f. menetapkan tata kelola nanra domain dan sub domain;
g. melaksanakan layanan sistt:m Jaringan Intra Pemerintah;
h. melalsanakan layanan pengembangan dan penyelen ggaraan Data

Center (DCl dan Disaster Re'nuery Center (DRCI;
i. melaksanakan layanan per.gembangan dan inovasi infrastrukflrr

TIK dalam implementasi e-Government dan teknologi informasi;
j. melaksanakan layanan peningkatan kapasitas SDM dalam

pengelolaan infrastruktur;
Ic mengembangkan dan mengelola Gouernment Clottd. C,omptting;
1. melaksanakan layarran pengelolaan akses internet pemerintah dan

publik;
m. melaksanakan layanan filtering konten negatif;
n. menyiapkan bahan dan nrelaksanakan koordinasi di bidang

infrastruktur teknologi infornrasi;
o. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala

Bidang Teknologi Informatikt, Statistik, dan Persandian di bidang
infrastruktur teknologi infornrasi;

p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di
bidang infrastrukhrr teknologi informasi;dan

q. melaksanakan tugas kedinalian lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Teknologi Informatika, Statistik, dan Persandian sesuai
dengan tugas jabatannya.
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F'asal 25

Subkoordinator Statistik dan Manajemen Data mempunyai tugas
pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang statistik dan manajemen
data yang meliputi:
a. menJrusun dan melaksanal<an rencana dan program ke{a di

bidang statistik dan manajerren data;
b. mengelola pusat data pemerintahan daerah;
c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan,

pengolahan, analisis dan dis:minasi data statistik sektoral;
d. meningkatlan kapasitas SDM pemerintah daerah dalam

peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi;
e. membangun metadata statistik sektoral;
f. meningkatkan kapasitas kelembagaan statistik sektoral;
g. mengembangkan infrastrukttrr;
h. menyelenggarakan otorisasi s tatistik sektoral di daerah;
i. melaksanakan layanan perletapan standar format data dan

informasi;
j. mengelola walidata dan kebijakan satu data;
k. melaksanakan layanan recou.'.ry data dan informasi;
l. melaksanakan layanan pengdolaan data elektronik pemerintahan

dan non pemerintahan;
m. melaksanakan pengelolaan data melalui aplikasi perangkat lunak

dan sistem informasi komPilasi;
n. melaksanakan kerja santa dan kemitraan pengelolaan

data/ informasi elektronik;
o. melaksanakan layanan pertingkatan kapasitas Sumber Daya

Malusia dalam pemanfaatan dan manajemen data;
p. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang

statistik dan pengelolaan datr.;
q. menyampaikan saran dan trahan pertimbangan kepada Kgnala- 

Bidang Teknologi Informatika, Statistik, dan Persandian di bidang
statistik dan manajemen data;

r. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di
bidang statistik dan manqiem':n data;dan

s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Teknologi Informatikr, Statistik, dan Persandian sesuai
dengan hrgas jabatannYa'

Pasal 26

Subkoordinator Persandian, Ielekomunikasi, dan Keamanan
Informasi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahart
penrmusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di
tiarrrg persandian, telekomunikrrsi, dan keamanan informasi yang
meliputi:

". rir".ryr"r.,n dan melaksanaken rencana dan program kerja di
bidang persandian, telekomunikasi, dan keamanan informasi;

I
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b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan
informasi;

c. menetapkan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring
komunikasi sandi pemerintrrh daerah;

d. melaksalakan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya
keamanan informasi pemerintah daerah;

e. melaksanakan keamanan informasi pemerintahan daerah
kabupaten/ kota berbasis el:lrtronik dan non elektronik;

f. menyediakan layanan keamanan informasi pemerintah daerah;
g. menJrusun rancangzrn pola. hubungan komunikasi sandi antar

perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
h. melaksanakan operasiontdisasi jaring komunikasi sandi

pemerintah daerah;
i. menyusun pedoman dan peraturan teknis tata kelola persandian,

telekomunikasi, dan keirmanan informasi yang meliputi
pengelolaan informasi berllasifrkasi, pengelolaan sumber daya
manusia sandi, pengelolaan perangkat lunak persandian,
pengelolaan perangkat keras persandian dan pengelolaan jaring
komunikasi sandi, operasicnal pengelolaan komunikasi sandi
antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/ kota,
operasional pengamanan ko:nunikasi sandi, keamanan informasi,
penyelenggaraan telekomunikasi, serta pengawasan dan evaluasi
terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi,
pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan
komunikasi saldi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;

j. melaksanakan pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan
informasi;

k. mengelola informasi berklas ilikasi melalui pengklasifikasian dan
pengamanan informasi milik pemerintah daerah;

1. melaksanakal pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan
penghancuran informasi berklasifikasi;

m. mengembangkan sumber deya manusia sandi, telekomunikasi,
dan keamanan informasi, perangkat lunak persandian, perangkat
keras persandian, unsur pengelola dan pengguna pada
komunikasi sandi;

n. meningkatkan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan
pemerintah daerah;

o. melaksanakan pengadaan. penyimpanan, pemeliharaan,
perbaikan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan
perangkat keras persandian sr:rta jaring komunikasi sandi;

p. melaksanakan pengamanan terhadap
kegiatan / aset/ fasilitas / instaleLsi penting/ vital/ kritis melalui
kontra penginderaan dan/ atztu metode pengamanan persandian
lainnya;

q. mengelola Seanitg Operatbn Center (SOC) dalam rangka
pengamanan informasi dan komunikasi;

r. melaksanal<an pemulihan datl atau sistem jika terjadi gangguan
operasional persandian dan keamanan informasi;

13
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s. melaksanaan penyelenglaraan, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian - penyelenglgaraan telekomunikasi, jiringan tetan
tertutup lokal uireline lend to end) ca7<tpan Dlera_ti, wilavair
prioritas untuk pembangun€rn kewajiban pelayanan urri.rersai dibidang telekomunikasif penyelenggaraair ielekomunikasi ADaerah, pembangunan telekomun-ikasi perdesaan, warung
telekomgnikasi, warung seluler, warung internet, penggelarai
kabel telekomunikasi, m€nara telekomun'ikasi. eanesuan*fiIinder
Ord.onantie) di bidang tel,--komunikasi dan fohirnitEsi, iriLstalasi
penangkal petir, instalasi lgenset, kegiatan usaha perdagangan alatdan- perangkat ,. teleklmunikasi, penyetenggara"ir 

* 
radio,

pembangunan studio dan rrtasiun pemanaar radio/ televisi;t. melaksanakan layanan petrang€rn€rn insiden keaminan informasi;u. melaksanakan audit Teknc,logi Informasi dan Komunikasi;v. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang
persandian,_ telekomunika.si, dan keamanan informasi;

w. m€nyarnpqkal garqn dan bahan perlimbangan kepada Kepala
Bidang Teknologi Informatka, Statistik, dan pErsandian di bidane
persandian, telekomunikasi, dan keamanan informasi;x. melaksanakan evaluasi can pelaporan pelaksanaan tugas di
bidglg persandian, telekorrunikasi, han keimanan informasT;dany. melaksalakan_ tugas 

- 
kedirLasan lain yang diberikan oleh Kefala

Bidang Teknologi Informalika, Statistik, dan persandian seluJ
dengan tugas jabatannya

Bidang pengembangan :ffitHft:i3ffi' r,ayanan Kota cerdas

Pasal 27

(t) pi$ng Pengembangan - dan pengelolaan Layanan Kota Cerdas
berkedudukan di bawah d:rn bertanggung ja:wab kepada Kepala
DINKOMINFOSTASANDI.

(2) B. j+ng Pengembangan darr pengelolaan Layanan Kota Cerdas
dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 28

Bidang. Pengembangan dan .pengelolaan Layanan Kota Cerdas
sebagai6414 dimaksud pada F,asal 2Z ayat (i), mempunvai tueas
menyiapkan perumusan kebijakan teknis, 

-meliliianatcair 6;;did;imembina dan mengendalikan pelaksanaan tusas bidanspengembangan yang 1_reliputi penlembangan aan " pengetoiaa;
aplikasi, layanan smart citg, iertzL tita Eelola eiouemmenL

Pe.sal 29

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimals dimaksud dalam
lasal 28, Bidang pengembangrr-n dan plngelolaan Lat;L-K";
Cerdas menyelenggarakan fungsi:
a. penyr?.pan p_erumusan bahan kebijakan teknis, pengoordinasian,pembinaan dan pengendarien p6laksanaan trigaj ai-Uiaanipengembangan dan pengelolaan apiikasi;

I
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b. penyiapan perumusan b:Lhan kebijakan teknis, pengoordinasian,
pembinaan dan pengendalirrn pelaksanaan tugas di bidang layanan
smart citg;

c. penyiapan perumusan bahan kebijalan teknis, pengoordinasian,
pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang tata
kelola egouernment dan

d. melaksanakan tugas kedin asan lain yang diberikan oleh Kepala
DINKOMINFOSTASANDI sesruai dengan tugas dan fungsi.

Pasa-l 3O

(1) Susunan Organisasi Bidemg Pengembangan dan Pengelolaan
Layanan Kota Cerdas, seb€€aimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1) huruf c, terdiri atas Jaba.tan Fungsional.

(3) Subkoordinator pada ayat (21 terdiri dari:
a. Subkoordinator Pengemt angan dan Pengelolaal Aplikasi;
b. Subkoordinator Layanan Kota Cerdas;dan
c. Subkoordinator Tata Kelc'la Pemerintahan Berbasis Elektronik.

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dljabat oleh
Pejabat F\:ngsional dengan j:njang sekurang-kurangrrya ahli muda
atau pelalsana senior yarLg ditunjuk dengan diberikan tugas
tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan
kegiatan sesuai dengan tugas. masing masing.

I
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(21 Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam
melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan
kegiatan Bidang Pengembangan dan Pengelolaal Layanan Kota
Cerdas, melalui penetapan r;ebagai Sub Koordinator sesuai dengan
ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Pengembangan dan F'engelolaan Layanan Kota Cerdas.

P:LsaI 31

Subkoordinator Pengembangan (lan Pengelolaan Aplikasi mempunyai
tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan tekni's, serta pembinaan di bidang
pengembangan dan pengelolaan €rplikasi y6rng meliputi:
a. menlrusun dan melaksarrakrn rencana dan program kerja di

bidang pengembangan dan pengelolaan aplikasi;
b. melaksanakan sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan

anggaran pemerintahan berbasis elelrtronik;
c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi

elektronik;
d. mengembangkan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis

elelrtronik;
e. menyelenggarakan sistem penlfrubung layanan pemerintah;
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f. mengembangkan dan mr:ngelola aplikasi generik, spesifik, dan
suplemen;

g. mengembangkan aplikasr pemerintahan dan pelayanan publik
yang terintegrasi;

h. melaksanakan layanan pe meliharaan aplikasi kepemerintahan dan
publik;

i. mengintegrasikan aplikasi pengelolaan TIK dan e-Gouernment,
j. mengembangkan Busines.s Proess Re-engineeirq pelayanan di

lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (Stakelnlder $nart
cia);

k. melaksanakan layanan interoperabilitas, interkonektivitas layanan
publik dan kepemerintalLan, dan Pusat Appliution hogranm
Interfae (API) daerah;

l. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang
pengembangan dan pengekllaan aplikasi;

m. menyarnpaikan saran dar- bahan pertimbangan kepada Kepala
Bidang Pengembangan da:r Pengelolaan l,ayanan Kota Cerdas di
bidang pengembangan dan pengelolaan aplikasi;

n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksalaan tugas di
bidang pengembangan dan pengelolaan aplikasi;dal

o. melaksanakan tugas kedir:.asan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pengembangan dan Pengelolaan l,ayanan Kota Cerdas
sesuai dengan tugas j abata:rnya.

?asal 32

Subkoordinator Layanan Kota Cerdas mempunyai tugas pokok
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
teknis, serta pembinaan di bnlang pengembangan dan pengelolaan
ekosistem smart ciA yang melip rti:
a. menJnlsun dan melaksanakan rencana dan program kerja di

bidang pengembangan dan grengelolaan ekosistem smart citg;
b. mengembangkan dan menge lola ekosistem kabupaten/kota cerdas

dan kota cerdas;
c. mengelola Gouemment Chief Information Ofier (GClOl;
d. melaksanakan layanan Siste.rr Informasi Smart Citg;
e. melaksanal<an layanan interaktif pemerintah dan masyarakat;
f. melaksanakan layalan penyediaan sarana dan sarara

pengenda.lian Smart Citg;
g. mempromosikan pemanfaatan layanan Smart Cifu;
h. mengelola Cttg Operation Center (COC) beserta layanan pendukung

yang terintegrasi;
i. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang

pengembangan dan pengelolaan ekosistem smart citg;
j. menyampaikan saran dan balran pertimbangan kepada Kepala

Bidang Pengembangan dan l)engelolaan l,ayanan Kota Cerdas di
bidang layanan smart citA;

k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di
bidang layanan smart city;dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Layanan Kota Cerdas
sesuai dengan tugas ja batannra.

b
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Pasal 33

Subkoordinator Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik
mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaal di bidang tata
kelola egouemment yang meliputi:
a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di

bidang tata kelola egouenament,
b. melaksanakan penatalalsanaan dan pengawasan egouemmenl

dalam Penyelenggaraan Pt:merintahan Daerah;
c. mengembangkan dan merLgelola Sumber Daya Teknologi Informasi

dan Komunikasi Pemerintrrh Daerah;
d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan

Ekosistem SPBE;
e. menetapkan regulasi da:r kebijakan terpadu implementasi e-

Gouernment Kabupaten;
f. melaksanakan layanan ki>ordinasi kerja sama lintas Organisasi

Perangkat Daerah, lintas Pemerintah Daerah dan lintas
Pemerintah Pusat serta norr pemerintah;

g. melaksanakan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan
sertilikasi teknis bidang TII!

h. melaksanakan layanan p:ningkatan kapasitas aparatur dalam
pengelolaan domain, portal dan website;

i. melaksanalan layanan perringkatan kapasitas masyarakat dalam
implementasi e-Gouernment dan Smart Citg;

j. melaksanakan layanan implementasi e-Gouemmenf;
k. melaksanakan penatalaksanaan dan pengawasan egouenunent

dalam penyelenggaraan penrerintahan daerah;
l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan

ekosistem SPBE;
m. menyiapkan bahan dan pr:laksanaan koordinasi di bidang tata

kelola egouernment
n. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala

Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Layanan Kota Cerdas di
bidang tata kelola egouernm ent,

o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di
bidang tata kelola egouemmenf;dan

p. melaksanakan tugas kedineLsan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pengembangan dar. Pengelolaan Layanan Kota Cerdas
sesuai dengan tugas j abatarLnya.

Bagian Kedelapan
UPT

Pasal 34

(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas
teknis penunjang tertentu rli lingkungan Dinas dapat dibentuk
UPT.
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(2) UPT sebagaimara dima-ksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT
yang berada di bawah dan bertanggungiawab kepada Kepala
DINKOMINFOSTASANDI.

Pasal 35

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi
Serta Tata Kerja UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bag;ian Kesembilan
Jabatal Fungsional

Pasal 36

(f) Pejabat Fungsional ber <edudukan sebagai pelaksana teknis
tungsional pada DINKOMI,IFOSTASANDI.

(2) Pejabat Fungsional sebagaimals dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan di bawah <lan bertanggung jawab secara langsung
kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator,
atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan
pelaksalaan tugas Jabaterr Fungsional.

(3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan
fungsi unit kerja, alalis..s jabatan, dan analisis beban kerja
dilaksanakaa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Jenis dan jenjang Jabatan lrungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pembinaan terhadap Pejat at F\rngsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan s:suai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 37

Jabatan F\mgsional mempun5.ai tugas dan fungsi sesuai dengan
Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

6
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TAI'A KER"IA

Pasal 38

5"p4" DINKOMINFOSTASANDI, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala
Qu-bbagran, Subkoordinator, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional
dalam melaksanaken tugasnya berdaearkan ketentuan peraturan
perundalg-undangan dan kebljal..an yang diteteFkan oleh Bupati.

l8
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Pasal 39

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas, Kepala DINKOMINFOSTASANDI,
Sekretaris, Kepala Bidang, Ke1:ala Subbagian, Subkoordinator, Kepala
UPT dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun hoizontaT baik ke
dalam maupun antar sa hran organisasi dalam lingkungan
PemerintahDaerah serta instrnsi lain sesuai dengan tugas pokok
masing-masing.

Pasal 41

(1) Kepala DINKOMINFOSTASINDI, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala
Subbegtan, Subkoordin4tor, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional
bertalggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan
memberikan bimbingan sera petunjuk-petunjuk ba gr pelaksanaan
tugas bawahan masing-masing.

(2) Kepala DINKOMINFOSTASANDI, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala
Subbagian, Subkoordinator Kepala UPT dan Jabatan F\rngsional
wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan
bertanggung jawab pacla atasan masing-masing serta
menyampaikan laporan tepat waku.

(3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan,
tembusan laporan dapat di,sampaikan kepada unit kerja/ satuan
organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan
kerja.

(4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala DINKOMINFOSTASANDI,
Sekretaris, Kepala Bidang, K,-'pala Subbagian, Subkoordinator dan
Kepala UPT dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai
bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan
untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
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Kepala DINKOMINFOSTASAI{DI, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala
Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional
dalam melaksanakan tugrtsnya memperhatikan prinsip-prinsip
manajemen yang meliputi perencanaan, pengorgalisasian,
pelaksanaan, monitoring, erraluasi dan pelaporan sesuai dengan
bidang tugas masing-masing.
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BAB V

}iEPEGAWAIAN

Pasal 42

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian diatur sesuai
dengan ketentr.ran peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Kepala DINKOMINFOSTASAI{DI, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala
Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional
diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

(1) DINKOMINFOSTASANDI vrajib menJrusun kebutuhan jumlah dan
jenis jabatan aparatur si1:il negara berdasarkan analisis jabatan
dan analisis beban kerja.

(2) Penyusunan kebutuhal jrrmlah dan jenis jabatan aparatur sipil
negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
jangka wakru 5 (lima) tahun yang diperinci per I (satu) tahun
berdasarkan prioritas kebu fuhan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

I)asal 45

Pada saat Peratural Bupati ini mulai berlaku, peraturan Bupati
Purworejo Nomor 66 Tahun 2O2l tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, T\rgas Dan Fungsi, tierta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan
Informatika Kabupaten Purworelo (Berita Daerah Kabupaten purworejo
Tahun 2o21 Nomor 66 seri D Nrmor 13) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

b
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Pasa1 46

Peraflran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal I Januari 2022.

Agar setiap orang mengetzrhuinya, memerintahkal pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Rrrworejo
pada tanggal it4 reitel:,irer :-,):1
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